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“ Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 

Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” 

(Andrew Jackson)*) 
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Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu 

sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan 

yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan 

cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis 

pungutan di Indonesia terdiri dari Pajak Negara (pusat), Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Bea dan Cukai,dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Pajak reklame merupakan salah satu komponen yang cukup potensial 

dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan andalan bagi setiap daerah, bagi daerah jalur pantura seperti 

Kabupaten Situbondo reklame merupakan sektor yang cukup penting dan 

potensial. Karena itu, sumbangan pajak reklame cukup besar terhadap PAD 

Kabupaten Situbondo, meskipun tidak terlalu mendominasi seperti pajak yang lain 

karena dalam pemungutannya sering mengalami hambatan. Untuk itu, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Situbondo giat melaksanakan pemungutan Pajak Reklame, 

yang kadang-kadang juga mengalami hambatan. Pelaksanaan pemungutan pajak 

reklame ini sering mengalami hambatan, sehingga peningkatan Pajak Reklame 

sulit diwujudkan. Padahal pajak reklame ini sangat berperan dalam pembangunan, 

karena itu jika terdapat hambatan dalam pemasukan dana pajak reklame tentu 

akan menghambat pembangunan daerah. 

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 

Pemungutan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo dilakukan secara official assesment system dimana sistem 

pemungutan pajaknya dihitung dan dipungut oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo sesuai dengan Peraturan Daerah 
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(BPPKAD) Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011. Maka kecil 

kemungkinan wajib pajak menyembunyikan berapa besarnya pengenaan 

pajakanya, dikarenakan yang menghitung dan menetapkan adalah BPPKAD 

Kabupaten Situbondo. Setiap wajib pajak yang akan menyelenggarakan kegiatan 

pemasangan reklame baru atau melanjutkan pemasangan reklame lama harus 

melaporkan kegiatan pemasangan reklamenya ke Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo, untuk 

mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendafataran dan pendataan terhadap 

wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan 

dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran, kemudian diberikan 

kepada wajib pajak. Wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dengan 

jelas dan lengkap lalu mengembalikan formulir pendaftaran kepada petugas untuk 

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Sedangkan untuk 

wajib pajak reklame yang telah terdaftar dan sudah mempunyai NPWPD yang 

ingin melanjutkan penyelenggaraan reklamenya, wajib pajak reklame wajib 

melaporkan kembali penyelenggaraan reklamenya dengan mengisi Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Setelah diterbitkannya SPTPD oleh 

bidang pendataan, kemudian bidang penetapan akan menetapkan besaran pajak 

terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Selanjutnya, 

setelah diterbitkannya SKPD oleh BPPKAD maka kewajiban wajib pajak yaitu 

menyetorkan pajak terutanngya tersebut ke Bank Jatim 

 Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0774/UN 25.1.2/SP/2018, 
Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang penerimaan terbesarnya dari sektor 

pajak. Pajak merupakan salah satu komponen penting pada penerimaan 

negara. Besarnya kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya 

sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan tersebut digunakan untuk 

melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut 

dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat 

dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya 

dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu 

peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan 

dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar 

pajak. 

 Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu 

sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan 

pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga 

merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai 

pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari Pajak Negara (pusat), 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bea dan Cukai,dan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP). 

 Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) adalah Pajak Daerah. Menurut Siahaan (2016:9) 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang 

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemeruintah daerah dan 

pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah Provinsi 

maupun kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 

Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang tersebut 

adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 
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Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

 Perekonomian suatu daerah sangat bergantung dari besarnya Pendapatan 

Asli Daerah yang diterimanya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

adalah Pajak Reklame. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang 

dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial 

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik 

perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, 

dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak 

Reklame diharapkan mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi 

target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 Pajak Reklame merupakan salah satu komponen yang cukup potensial 

dalam menyumbang PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan andalan 

bagi setiap daerah, bagi daerah jalur pantura seperti Kabupaten Situbondo. 

Reklame merupakan sektor yang cukup penting dan potensial. Karena itu, 

sumbangan Pajak Reklame cukup besar terhadap PAD Kabupaten Situbondo, 

meskipun tidak terlalu mendominasi seperti pajak yang lain karena dalam 

pemungutannya sering mengalami hambatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Situbondo giat melaksanakan pemungutan Pajak Reklame, yang 

kadang-kadang juga mengalami hambatan pada pelaksanaannya. Sehingga 

peningkatan Pajak Reklame sulit diwujudkan. Padahal Pajak Reklame ini 

sangat berperan dalam pembangunan, karena itu jika terdapat hambatan dalam 

pemasukan dana Pajak Reklame tentu akan menghambat pembangunan 

daerah. 

  Setiap jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo memiliki 
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potensi yang berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan 

target penerimaan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berbeda-beda yang menghasilkan jumlah PAD setiap tahunnya berubah-ubah 

menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Situbondo. Target dan 

realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 dan 

2017 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut : 

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo 

 

No 

 

Jenis pajak 

Tahun 

2016 2017 

Target Realisasi Target Realisasi 

1 Hotel 421.433.005 489.325.873 489.330.000 500.107.000 

2 Restoran 1.400.000.000 1.815.791.718 1.815.063.500 2.310.888.387 

3 Hiburan 52.582.800 60.170.825 60.170.825 65.544.725 

4 Reklame 1.000.000.000 1.159.824.278 1.159.825.000 1.185.292.869 

5 Penerangan 

Jalan 

15.580.000.000 16.761.432.892 17.016.000.000 19.769.803.886 

6 Parkir 23.500.000 24.166.000 24.166.000 26.755.500 

7 Air tanah 1.650.000.000 1.832.574.256 1.832.575.000 1.909.360.328 

8 BPHTB  2.100.000.000 3.217.594.892 5.250.000.000 8.052.161.371 

9 PBB 4.500.000.000 4.719.953.472 5.500.000.000 4.957.985.190 

JUMLAH 26.727.515.805 30.080.834.206 
 

33.147.130.325 
 

38.777.899.256 
 

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Situbondo, tahun 2018. 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2017 PAD Kabupaten 

Situbondo meningkat setiap tahunnya, hal  itu dapat dilihat pada kolom target dan 

realisasi penerimaan pada sektor objek pajak yang terdapat pada Kabupaten 

Situbondo. Seperti pada tahun 2016 untuk sektor objek pajak reklame tercapainya 

target penerimaan sebesar Rp.1.000.000.000 sedangkan realisasi penerimaanya 

sebesar Rp.1.159.824.278, dan  untuk tahun 2017 target penerimaan sebesar Rp. 

1.159.825.000, sedangkan realisasi penerimaanya sebesar 1.185.292.869, dari data 
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tersebut dapat diketahui adanya peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari 

sektor Pajak Reklame pada Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Situbondo. 

 Evaluasi perolehan Pajak Reklame pada Kabupaten Situbondo hingga 

akhir tahun 2017 membuktikan perolehannya masih rendah dibanding pajak yang 

lain,sedangkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo 

dari sektor pajak reklame ini padahal memiliki potensi yang tinggi, karena tidak 

sedikit perorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat 

untuk mempromosikan usahanya. Rata-rata sektor bisnis seperti penawaran 

produk, mulai dari jasa makanan minuman, rokok, furniture dan elektronik 

mendominasi perolehan pajak reklame tersebut. Selain itu Kabupaten Situbondo 

juga merupakan jalur pantura yang banyak dilewati oleh wisatawan domestik atau 

asing dan jalurnya juga strategis. Dalam pemungutan pajak reklame seharusnya 

juga tidak sulit karena objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya 

pencapaian perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dapat 

ditingkatkan, sehingga dengan mengoptimalkan pemungutan pajak reklame 

diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo. 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa sektor objek Pajak 

Reklame cukup berpotensi dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo. Maka dalam membuat Laporan Praktek Kerja Nyata penulis tertarik 

untuk mengangkat judul “Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

Reklame Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan data yang diperoleh selama 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, maka rumusan masalah 

yang timbul adalah Bagaimana Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

Reklame Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

 Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan 

menjelaskan Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Pada 

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten 

Situbondo yang berwenang dalam menetapkan Pajak Daerah. 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Mengetahui Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame 

pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo; 

2) Memperoleh pengalaman praktis dan mengenal dunia kerja yang 

sebenarnya; 

3) Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan 

kondisi yang berbeda antara teori dan praktik lapang. 

b. Bagi Universitas Jember  

1) Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa; 

2) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan perusahaan atau 

instansi dalam meningkatkan kreativitas diri; 

3) Mempererat hubungan antar Universitas dengan Instansi terkait. 

c. Bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

1) Merupakan sarana untuk membantu dalam mengetahui Prosedur 

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame; 
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2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara 

menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang 

profesional. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian prosedur  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI:2016), prosedur adalah 

tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi 

langkah secara pasti dalam memecahkan masalah. Sedangkan menurut Mulyadi 

(2008:5) Prosedur adalah suatu urutan kerja, biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan 

secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi secara berulang-ulang. 

 

2.2. Definisi Pajak 

 Pengertian Pajak para ahli mendefinisikan pajak secara berbeda. Namun 

pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur  dan tujuan yang 

sama. Definisi pajak pajak menurut para ahli antara lain : 

1. Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan No.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan  imbalan secara 

langung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

2. Menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Resmi 2017 :1) Pajak sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan 

yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan 

secara umum. 

3. Menurut  Feldmann (dalam Resmi, 2017: 1) Pajak adalah prestasi yang 

dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-

norma yag ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan  

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 
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2.2.1. Fungsi Pajak 

 Menurut Devano dan Rahayu (2006:26) Terdapat dua fungsi pajak yaitu : 

a. Fungsi Budgetair  

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal 

(fiscal function), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai 

alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan 

undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, 

karena inilah yangsecara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan 

digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada 

kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah 

dilakukan. Berdasarkan fungsi ini pemerintah sebagai pihak yang 

membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara 

memungut pajak dari penduduknya. 

Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara 

maksimal atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan 

sampai terlewatkan, baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Diharapkan 

jumlah pajak yang memamng seharusnya diterima kas negara benar-benar 

masuk semua. Dan, tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai 

objek pajak. 

b. Fungsi Regulerend  

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan 

alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan 

fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Disamping usaha untuk 

memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula 

sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan 

bilaman perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor 

swasta. Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi 

regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu 

fungsi budgetair.  
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2.2.2. Jenis Pajak 

 Berdasarkan Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, 

menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. 

a. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua : 

1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri 

oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada 

orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan 

2) Pajak tidak langsumg yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat  suatu kegiatan peristiwa atau 

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

b. Menurut  Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua : 

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang 

memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan(PPh) 

2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa 

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan 

tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua : 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiyai rumah tangga negara 

pada umumnya. 

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik 

daerah tingkat II (Pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga derah masing-masing. Pajak Daerah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 
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2.2.3. Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Menurut Resmi (2017:8)  tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga : 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut 

penjelasannya. 

1) Stelsel Nyata (Riil), Stelsel ini menyatukan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, 

objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya 

baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua 

penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. 

2) Stelsel Anggapan (Fiktif), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan 

pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang. Sebagai contoh, sehingga pajak yang terutang pada suatu 

tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun 

sebelumnya. 

3) Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak 

didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. 

Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 

keadaan yang sesungguhnya. 

2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Resmi (2017:10) Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 

tiga : 

a. Official Assessment System  

adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku.  
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b. Self Assessment System  

 adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak 

dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

c. With Holding System  

adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. 

2.2.5. Syarat Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam 

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan 

merata, serta disesuaikan dengan kemapuan masing-masing. Sedang 

adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib 

Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 
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d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

2.2.6.  Asas Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:7) asas pemungutan pajak ada 3 yaitu : 

a. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara bentuk mengenakan pajak atau seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal 

dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib pajak 

dalam negeri. 

b. Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas kebangsaan 

Pengenaaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

2.2.7. Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016 :11)  ada empat macam tarif pajak, yaitu : 

a. Tarif  sebanding/proporsional 

Tarif  berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

b. Tarif tetap 

Tarif  berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

c. Tarif progresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin besar jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 
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d. Tarif degresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai 

pajak semakin besar. 

 

2.3. Pajak Daerah 

2.3.1. Dasar Hukum Pajak Daerah 

 Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di 

Indonesia adalah sebagaimana dibawah ini. 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2.3.2. Definisi Pajak Daerah 

 Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 

1 butir 10 : Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang ,dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

 Menurut Siahaan (2016:10) pajak daerah merupakan pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) yang 

wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. 

 Menurut Mardiasmo (2016:12) Beberapa pengertian atau istilah yang 

terkait dengan Pajak Daerah antara lain : 

a. Daerah otonom, selanjutnya disebut Pajak Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma ,kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

d. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 

pajak. 

e. Wajib pajak, adalah orang  pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong  pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban  perpajakan  sesuai dengan ketentuan  peraturan perundangan-

undangan perpajakan daerah. 

2.3.3.  Wewenang Pemungutan Pajak Daerah 

 Menurut Kurniawan dan Purwanto (2004:47), dari segi kewenangan 

pemunugutan pajak atas objek pajak di daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua: 

a. Kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah yaitu : 

1) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan 

2) Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota 

b. Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yaitu sebagai 

berikut : 
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1) Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah 

daerah provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan 

pemungutan terletak pada pemerintah kabupaten/kota. 

2) Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak 

provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas 

berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas 

objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang. 

2.3.4. Jenis Pajak Dan Objek Pajak Daerah 

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 

2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa pajak Daerah dibagi menjadi 2 

jenis, yaitu : 

a. Pajak Provinsi terdiri dari dari : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Air Permukaan; dan 

5) Pajak Rokok. 

b. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari : 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Reklame; 

5) Pajak Penerangan Jalan; 

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

7) Pajak Parkir; 

8) Pajak Air Tanah; 

9) Pajak Sarang Burung Walet; 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. 
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2.3.5. Tarif Pajak Daerah  

Tarif untuk setiap jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No.28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi 

sebesar :  

a. Pajak Provinsi 

1) Tarif pajak kendaraan Bermotor paling rendah sebesar 1% dan 

paling tinggi 2% 

2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor paling tinggi untuk 

penyerahan pertama sebesar 20% dan penyerahan kedua dan 

seterusnya sebesar 1% 

3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling 

tinggi sebesar 10% 

4) Tarif Pajak Permukaan Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 10% 

5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dan cukai rokok. 

b. Pajak Daerah  

1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% 

4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%   

5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 25% 

7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% 

8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% 

9) Tairif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 

20% 

10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 0,3% 

11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 5% 
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2.3.6. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Tata cara pemungutan pajak yaitu : 

a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan; 

b. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan 

surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan; 

c. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 

penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau 

dokumen lain yang dipersamakan; 

d. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud yaitu berupa 

karcis dan nota perhitungan; 

e. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar 

dengan menggunakan SPTPD,SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

 

2.4. Pajak Reklame 

2.4.1. Definisi Pajak Reklame 

 Menurut Kurniawan dan Purwanto (2006:73) Reklame adalah benda, alat, 

perbuatan, atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan 

komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan 

suatu barang, jasa, atau orang, atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu 

barang jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau 

didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. 

Sedangkan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

2.4.2. Dasar Hukum Pajak Reklame 

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah. 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor  04 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah. 

c. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Nilai Sewa 

Reklame. 
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2.4.3. Objek,Subjek dan Wajib Pajak Reklame 

a. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah, Objek Pajak Reklame adalah semua 

penyelenggaraan reklame. Rincian dalam objek pajak reklame meliputi : 

1) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 

2) Reklame kain; 

3) Reklame melekat, stiker; 

4) Reklame selebaran; 

5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

6) Reklame udara; 

7) Reklame apung; 

8) Reklame suara; 

9) Reklame film/slide; dan 

10) Reklame peragaan. 

b. Subjek Pajak Reklame menurut peraturan Daerah Kabupaten Situbondo 

Nomor 04 Tahun 2011 meliputi : Subjek Pajak Reklame adalah Orang 

Pribadi atau badan yang menggunakam reklame. 

c. Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan Reklame. Dalam  hal Relame diselenggarakan 

sendiri secara langsung oleh Orang Pribadi atau Badan, Wajib pajak 

Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan t ersebut. Dalam hal Reklame 

diselenggarakan melalu pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi 

Wajib Pajak Reklame. 

2.4.4.  Bukan Objek Pajak Reklame 

 Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame 

adalah : 

1) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, 

warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 

2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, 

yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; 
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3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 

4) Penyelenggaraan Reklame yang dipergunakan untuk keperluan amal, 

sosial dan politik yang tidak melibatkan sponsor; 

5) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah. 

2.4.5. Jenis-jenis Reklame 

 Menurut Peraturan Bupati kabupaten Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 

Tentang Nilai Sewa Reklame, yang menjadi jenis-jenis reklame yaitu : 

a. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat 

dipindahkan) menggunakan layar monitor atau tidak, berupa gambar dan 

atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan 

tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan electronic display. 

b. Reklame papan (billboard) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak 

dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinplate, collibrite, vynill, 

aluminium,fiberglas, kaca, logam, plastic, mika, batu, tembok, atau 

beton atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang 

disediakan (berdiri sendiri) atau digantung, di tempel atau di cat pada 

bangunan tembok, pagar, tiang dan sejenisnya baik bersinar, disinari 

mauoun tidak bersinar. 

c. Reklame Baliho adalah reklame yang bersifat tidak tetap atau tidak 

peramanen yang terbuat dari kayu atau bahan yang sejenis dan dipasang 

pada konstruksi yang tidak permanen yang tujuan materinya 

mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil. 

d. Reklame Kain adalah reklame yang bersifat tidak tetap atau tidak 

permanen yang terbuat dari kain, plastik atau bahan lain yang sejenis 

dan dipasang pada kontruksi yang tidak permanen yang tujuan 

materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil. 

Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, 
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rangkaian bendera (flag chain), tenda, banner, giant banner dan standing 

banner. 

e. Reklame Melekat (stiker/poster) adalah reklame yang berbentuk 

lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, 

dipasang, atau digantung pada suatu benda. 

f. Reklame selebaran adalah reklame yang beerbentuk lembaran lepas 

diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan 

ketentuan tidak untuk ditempelkan, tidak dilekatkan, tidak dipasang, 

tidak digantungkan pada suatu benda lain termasuk di dalamnya brosur 

dan leafleat 

g. Reklame berajalan termasuk benda kendaraan adalah reklame 

ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang 

diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara 

didorong atau ditarik. Termasuk didalamnya reklame pada 

gerobak/rombong, kendadaraan baik bermotor ataupun tidak. 

h. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 

menggunakan balon, gas, pesawat atau lain jenis sehingga reklame 

tersebut melayang ke udara. 

i. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air 

atau diatas permukaan air.  

j. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 

menyampaikan pesan dengan dibantu pengeras suara. 

k. Reklame film atau slide adalah yang diselenggarakan dengan cara 

menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis 

sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau 

benda lain. 

l. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 

memperagakan suatu barang dengan atau disertai suara. 

2.4.6. Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame 

 Menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 tentang 

Perhitungan Nilai Sewa Reklame, yaitu yang menjadi dasar pengenaan 
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pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR). NSR sebagaimana ayat 

(1) ditentukan berdasarkan indikator : 

a.  Nilai Jual Objek Pajak Reklame : 

1) Biaya pembuatan reklame 

2) Biaya pemasangan reklame 

b.  Nilai Strategis Lokasi : 

1) Harga kelas jalan 

2) Harga titik lokasi pemasangan reklame 

c. Ukuran Satuan Media Reklame : 

Ukuran satuan media reklame sebagaimana ditetapkan berdasarkan Luas 

Reklame yang dipasang. 

d. Jangka Waktu Reklame : 

Jangka waktu reklame sebagaimana ditetapkan berdasarkan Lama 

Pemasangan Reklame yang dipasang. 

Tarif pajak reklame yang ditetapkan adalah sebesar 25% (dua puluh 

lima persen) 

 Menurut Perarutran Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 

tentang perhitungan nilai sewa reklame yaitu:  

a. Nilai sewa reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dihitung 

berdasarkan: 

NSR= Nilai Kontrak Reklame x 25% 

b. Nilai sewa reklame yang diselenggarakan sendiri dihitung dengan cara: 

NSR= (Nilai Jual Objek Pajak+Nilai Strategis Lokasi) x Ukuran 

Reklame x Jangka Waktu 

Pajak terutang reklame dihitung dengan cara mengalikan hasil 

perhitungan NSR dengan tarif pajak yaitu: 

Pajak terutang= NSR x 25% 
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2.4.7. Kelas Jalan Penyelenggaran Reklame 

 Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 

Tentang Nilai SewaReklame yaitu klasifikasi penyelenggaraan reklame 

menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a 

dirinci sebegai berikut : 

a. Jalan kelas 1 (satu), terdiri dari : 

Sepanjang  jalan pantura Banyuglugur sampai Banyuputih, seputar alun-

alun kota, seputar alun-alun Besuki, Jalan WR. Supratman, Jalan 

Cempaka 1, Jalan Kenanga, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan Pemuda, Jalan 

Diponegoro, Jalan Bawean, Jalan Sepudi, Jalan Jawa, Jalan Ijen, Jalan 

Madura, Jalan Irian Jaya, Jalan Sucipto, Jalan Argopuro. 

b. Jalan Kelas 2 (dua), terdiri dari : 

Sepanjang Jalan Bondowoso, Jalan Mawar, Jalan Seroja, Jalan 

Hasanudin, Jalan Anggrek, Jalan Sucipto 2, Jalan Cendrawasih, Jalan 

Merak, Jalan Semeru, Jalan Gunung Raung, Jalan Gunung Arjuna. 

c. Jalan Kelas 3 (tiga), terdiri dari : 

Jalan-jalan diseluruh Kabupaten Situbondo yang tidak termasuk jalan-

jalan sebagaimana dimaksud dala kualifikasi huruf a dan klasifikasi 

huruf b di atas. 

2.4.8. Masa Pajak Reklame 

 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  sebagaimana pada pasal 38 ayat (1) 

dan (2) yaitu  Masa Pajak Reklame yang sifatnya permanen adalah jangka waktu 

lamanya lebih dari 3 bulan kalender sedangkan untuk masa pajak reklame yang 

sifatnya insidentil adalah jangka waktu lamanya kurang dari 3 bulan. 

Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat pemasangan reklame atau 

sejak diterbitkannya SKPD. 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Jl. PB. Sudirman No. 1 Situbondo, 

pada bidang Pendataan dan Penetapan. 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 

0774/154/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai pada tanggal 26 Februari sampai 

dengan 06 April 2018 di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Situbondo. 

 Adapun pelaksanaan kegiatan di Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo yaitu : 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja kegiatan Prektek Kerja Nyata di Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo. 

Hari kerja Jam Kerja I Jam Kerja II 

Senin s/d Kamis 

Jum’at 

07.00-16.00 

06.30-11.00 

12.00-13.00 

- 

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

 Situbondo (2018) 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada 

Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan, Pengelolaaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, sehingga dapat dibuat Laporan 

Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “ Prosedur Penghitungan Pemungutan  dan 

Penyetoran Pajak Reklame pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah”. Bidang pendataan bertugas mendata dan menerbitkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai dengan data yang sudah diisi oleh 
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Wajib Pajak. Di bidang penetapan penulis bertugas mencetak Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD) yang sebelumnya sudah diinput terlebih dahulu oleh 

petugas bidang penetapan di aplikasi pajak daerah. 

3.2.2 Kegiatan  Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo setiap harinya 

dimulai pukul 07.00 WIB. Berikut ini merupakan rincian dari kegiatan selama 

praktek kerja nyata, yaitu : 

Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal selama Praktek Kerja Nyata  

Waktu Pelaksanaan  Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) 

 Senin, 26 Februari 

2018 

Penanggung Jawab : 

a. Nurhayati S.sos 

b. H. Lutfi Zakaria 

a. Diterima di Badan 

Pendapatan, 

Pengelolaan 

Keuangan dan Aset 

Daerah oleh kasubag 

umum dan 

kepegawaian. 

b. Penempatan di 

bidang pendataan 

dan penetapan. 

c. Sharing tentang  

tugas bagian 

pendataan dan 

penetapan. 

Mendapatkan informasi 

mengenai BPPKAD dan 

ditempatkan pada bidang 

pendataan dan penetapan 

Selasa, 27 Februari 

2018 

Penanggung Jawab: 

a. Jamhuri,S.sos 

b. Achmad Fausi,Sos 

 

a. Apel pagi 

b. Menulis data untuk 
validasi SSPD 
BPHTB. 

c. Menulis data 

register SK-NJOP. 

d. Menyetempel SSPD  

 

Mendapatkan wawasan 

tentang bagaimana cara 

menulis data validasi SSPD 

BPHTB 
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(a) (b) (c) 

 BPHTB.  

Selasa, 27 Februari 

2018 

Penanggung Jawab: 

a. Jamhuri,S.sos 

b. Achmad 

Fausi,S.sos 

a. Apel pagi 

b. Menulis data untuk 

validasi SSPD 

BPHTB. 

c. Menulis data 

register SK-NJOP. 

d. Menyetempel SSPD 

BPHTB. 

Mendapatkan Informasi 

tentang bagaimana menulis 

data register SK-NJOP 

 

 

 

 

 

Rabu, 28 Februari 

2018 

Penanggung Jawab: 

a. Jamhuri,S.sos 

b. Achmad 

Fausi,S.sos 

a. Apel pagi 

b. Menulis register SK-
NJOP 

c. Menulis data tanda 

terima SK-NJOP 

untuk WP 

Mengetahui bagaimana cara 

menulis data regsiter SK-

NJOP 

Kamis, 1 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

Hariyanto,S.sos 

a. Apel pagi 

b. Menginput data 

pajak reklame pada 

sistem 

c. Mencetak SPTPD 

pajak reklame yang 

telah diinput pada 

sistem 

Mendapatkan pengetahuan 

bagaimana cara menginput 

data pajak reklame pada 

sistem 

Jum’at, 2 Maret 2018 

Penangung Jawab: 

Hariyanto,S.sos 

a. Apel pagi 

b. Menulis data nomor 

berkas SPTPD pajak 

reklame di buku 

sebagai arsip 

c. Sharing tentang 

permasalahan pajak 

daerah 

Mendapatkan wawasan 

tentang permasalahan Pajak 

Daerah 
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(a) (b) (c) 

Senin, 5 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

Achmad Fausi,S.sos 

a. Apel pagi 

b. Menulis data 

register SK-NJOP 

Mengetahui bagaimana cara 

menulis data register SK-

NJOP 

Selasa, 6 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Dwi Wahyu 

Susi,S.sos 

b. Titien,S.sos 

a. Apel pagi 

b. Menulsi data nomor 

berkas SPTPD Pajak 

Restoran di buku 

sebagai arsip 

c. Menyetempel SKPD 

Pajak Restoran 

Mendapatkan pengetahuan 

bagaimana cara menulis data 

nomor berkas SPTPD Pajak 

Restoran pada buku sebagai 

arsip 

Rabu, 7 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Jamhuri,S.sos 

b. Achmad 

Fausi,S.sos 

a. Apel pagi 

b. Menulis tanda 

terima validasi 

BPHTIB untuk WP 

c. Meminta tanda 

tangan ke Kasubid 

bidang Penetapan 

penetapan untuk 

validasi BPHTB 

Mengetahui bagaimana cara 

menulis data tanda terima 

validasi BPHTB 

Kamis, 8 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Hariyanto,S.sos 

b. Achmad 

Fausi,S.sos 

a. Apel pagi 

b. Menginput data 

Pajak Reklame pada 

sistem untuk 

penerbitan SPTPD. 

c. Menulis data 

validasi SSPD 

BPHTB. 

Mendapatkan pengetahuan 

bagaimana cara menginput 

data pajak reklame pada 

sistem 

Jum’at, 9 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

Hariyanto,S.sos 

a. Apel pagi. 

b. Mempelajari tentang 

SOP Pajak Reklame 

dan Hiburan. 

 

Mendapatkan wawasan 

tentang SOP Pajak Reklame 

dan Hiburan 
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(a) (b) (c) 

Senin, 12 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Jamhuri,S.sos 

b. Hariyanto,S.sos 

a. Apel pagi. 

b. Meminta tanda tangan 

untuk SSPD BPHTB 

c. Mempelajari tentang 

pemungutan pajak 

reklame. 

Mendapatkan pengetahuan 

tentang bagaimana cara 

pemungutan Pajak Reklame 

Selasa,13 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Jamhuri,S.sos 

b. Achmad 

Fausi,S.sos 

a. Apel Pagi 

b. Menulis data register 

SK-NJOP 

c. Menginput data dan 

mencetak SK-NJOP 

Mengetahui bagaimana cara 

menulis data register SK-

NJOP 

Rabu, 14 Maret 2018 

Penanggung Jawab 

a. Dwi wahyu 

Susi,S.sos 

b. Titien,S.sos 

a. Apel pagi. 

b. Menulis data nomor 

berkas SPTPD Pajak 

Restoran di buku 

sebagai arsip. 

c. Menyetempel SKPD 

pajak restoran dan 

pajak catering 

Mendapatkan pengetahuan 

bagaimana cara menulis data 

nomor berkas SPTPD Pajak 

Restoran pada buku sebagai 

arsip 

Kamis, 15 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

Hariyanto,S.sos 

a. Apel pagi. 

b. Menulis data nomor 

berkas SPTPD pajak 

reklame di buku 

sebagai arsip 

c. Mencetak SKPD pajak 

reklame 

d. Wawancara tentang 

pemungutan pajak 

reklame 

Mengetahui bagaimana cara 

mencetak SKPD Pajak 

Reklame 
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(a) (b) (c) 

Jum’at, 16 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Achmad 

Fausi,S.sos 

b. Dwi wahyu 

susi,S.sos 

a. Apel pagi. 

b. Menginput data 

register SK-NJOP. 

c. Menyetempel SKPD 

pajak restoran dan 

pajak catering 

d. Sharing tentang 

permasalahan pajak 

daerah. 

Mengetahui bagaimana cara 

menulis data register SK-

NJOP 

Senin, 19 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Dwi Wahyu 

Susi,S.sos 

b. Titien,S.sos 

a. Apel pagi. 

b. Menyetempel SKPD 

pajak restoran dan 

catering 

c. Menginput data Pajak 

Restoran pada sistem 

Mengetahui bagaimana cara 

mengoperasikan dan 

menginput data Pajak 

Restoran pada aplikasi 

Selasa, 20 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

Achmad Fausi,S.sos 

a. Apel pagi. 

b. Mencetak tagihan 

SPPT  PBB untuk WP. 

c. Menulis tanda terima 

SSPD BPHTB. 

Mengetahui bagaimana 

mencetak SPPT PBB dan 

menulis SSPD BPHTB 

Rabu, 21 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

Hariyanto,S.sos 

a. Apel pagi. 

b. Menulis data nomor 

berkas SPTPD pajak 

reklame ke buku 

sebagai arsip 

c. Mencetak SKPD pajak 

reklame 

Mengetahui bagaimana cara 

mencetak SKPD Pajak 

Reklame 

 

Kamis, 22 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

Achmad Fausi,S.sos 

 

a. Apel pagi. 

b. Menulis data register 

SK-NJOP 

 

 

Mengetahui bagaimana cara 

menulis data register SK-

NJOP 
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(a) (b) (c) 

 c. Menyetempel SKPD 

Pajak Restoran 

 

Jum’at, 23 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Achmad 

Fausi,S.sos 

b. Jamhuri,S.sos 

a. Apel pagi. 

b. Menulis data register 

SK-NJOP. 

c. Mengimput data dan  

mencetak SK-NJOP 

Mengetahui bagaiamana 

menginput data mencetak 

SK-NJOP 

 

 

Senin, 26 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

Achmad fausi,S.sos 

a. Apel pagi 

b. Menulis data SSPD 

BPHTB 

c. Meminta tanda tangan 

kepada Kasubid 

Penetapan untuk 

persetujuan SSPD 

BPHTB 

Mengetahui bagaimana 

proses persetujuan SSPD 

BPHTB 

Selasa, 27 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Dwi Wahyu 

Susis,S.sos 

b. Titien,S.sos 

a. Apel pagi 

b. Menginput data Pajak 

Restoran pada sistem 

c. Meminta tanda tangan 

SKPD pajak restoran 

dan pajak catering. 

Mengetahui bagaimana cara 

mengoperasikan dan 

menginput data Pajak 

Restoran pada aplikasi 

Rabu, 28 Maret 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Achmad 

Fausi,S.sos 

b. Hariyanto,S.sos 

a. Apel pagi. 

b. Menulis data tanda 

terima validasi 

BPHTB 

c. Menulis data nomor 

berkas SPTPD pajak 

reklame sebagai arsip. 

d. Menyetempel SKPD 

pajak reklame 

 

 

Mengetahui bagaimana 

menulis tanda terima validasi 

SSPD BPHTB  
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(a) (b) (c) 

Kamis, 29 Maret 2018 

Penangung Jawab: 

Achmad Fausi,S.sos 

 

a. Apel pagi. 

b. Menulis data register 

SK-NJOP 

c. Menginput data dan 

mencetak SK-NJOP 

Mengetahui bagaimana cara 

menulis data register SK-

NJOP 

Jum’at, 30 Maret 2018 Libur Libur 

Senin, 2 April 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Dwi Wahyu 

Susi,S.sos 

b. Hariyanto,S.sos 

a. Apel pagi 

b. Menyetempel SKPD 

pajak restoran dan 

pajak catering 

c. Menulis data nomor 

berkas SPTPD pajak 

reklame ke buku 

sebagai arsip 

Mengetahui bagaimana cara 

menulis nomor berkas 

SPTPD Pajak Reklame 

untuk dimasukkan ke buku 

sebagai arsip 

Selasa, 3 April 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Jamhuri,S.sos 

b. Hariyanto,S.sos 

c. Apel pagi 

d. Menulis data tanda 

terima validasi 

BPHTB 

e. Mencetak tagihan 

SPPT PBB untuk 

Wajib Pajak 

Mengetahui bagaiamana 

menginput data mencetak 

SK-NJOP 

 

Rabu, 4 April 2018 

Penanggung Jawab: 

Dwi Wahyu Susi,S.sos 

a. Apel pagi. 

b. Menulis data nomor 

berkas SPTPD pajak 

restoran ke buku 

sebagai arsip. 

c. Menyetempel SKPD 

pajak restoran 

 

 

 

Mengetahui bagaimana cara 

menulis nomor berkas 

SPTPD Pajak Restoran 

untuk dimasukkan ke buku 

sebagai arsip 
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(a) (b) (c) 

Kamis, 5 April 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Jamhuri,S.sos 

b. Achmad 

fausi,S.sos 

a. Apel pagi. 

b. Menulis data register 

SK-NJOP 

c. Menginput data dan 

mencetak SK-NJOP 

Mengetahui bagaiamana 

menginput data mencetak 

SK-NJOP 

 

Jum’at, 6 April 2018 

Penanggung Jawab: 

a. Achmad 

fausi,S.sos 

b. H. Lutfi 

Zakaria,S.sos  

a. Apel pagi 

b. Mencetak SKPD pajak 

reklame 

c. Berpamitan kepada 

seluruh pegawai 

bidang pendataan dan 

penetapan Badan 

Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daaerah. 

Mengetahui bagaimana 

mencetak SKPD Pajak 

Reklame dan menambah 

pengelaman bekerja dalam 

tim 

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo, Tahun 2018 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

3.3.1. Jenis data 

 Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah 

data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat 

menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Data kuantitatif pada 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) pajak reklame, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak reklame, 

bukti setoran pajak reklame yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. 

3.3.2. Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah 

sebagai berikut : 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak (WP) 

dan fiskus. Data primer diperoleh dari data-data terkait seperti SPTPD 

pajak reklame, SKPD pajak reklame,bukti setor pajak reklame yang ada 

pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuagan dan Aset Daerah 

Kabupaten Situbondo. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data 

olahan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder seperti buku 

dan internet. 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata ini adalah : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengsn menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

b. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pencatatan dan pengamatan 

yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis 

mengobservasi data-data tentang pemungutan pajak reklame yang 

dilakukan selama selama 30 hari kerja. 

c. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun 

penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan 

Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber 

yaitu bertujuan untuk mengetahui informasi terkait Prosedur Perhitungan 

Pemungutan Penyetoran Pajak Reklame pada Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.Adapun 
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wawancara telah dilakukan dengan pegawai kantor Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo, yaitu : 

1) Bapak H. Lutfi Zakaria, SH selaku Kepala Bidang Pendataan dan 

Penetapan 

Adapun Pertanyaan yang ditanyakan adalah sebagai berikut : 

a. Apa dasar hukum pemungutan pajak reklame ? 

b. Bagaimana tata cara pemungutan pajak reklame? 

c. Bagaimana cara penghitungan pajak reklame sampai dengan 

penetapannya ? 

d. Bagaimana alur penyetoran pajak reklame ? 

e. Apakah pemungutan pajak reklame telah sesuai dengan undang-

undang atau peraturan yang berlaku ? 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan 

di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo dapat diperoleh kesimpulan dalam Prosedur Pemungutan dan 

Perhitungan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset DaerahKabupaten Situbondo yaitu : 

1. Wajib pajak Reklame pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

aset Daerah Kabupaten Situbondo yaitu setiap orang pribadi atau badan 

yang akan menyelenggarakan reklame. 

2. Pemungutan dan Penghitungan Pajak Reklame telah sesuai dengan 

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Nilai Sewa 

Reklame. 

3. Penyetoran Pajak Reklame yang terutang disetorkan oleh Wajib Pajak ke 

Bank yang ditunjuk pemerintah daerah yaitu Bank Jatim dengan 

menggunakan SKPD. Penyetoran Pajak reklame sudah dilaksanakan 

sesuai dengan SOP yang ada pada Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbodo. 

4. Pelayanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Situbondo masih kurang optimal terkait pemberian 

informasi tambahan kepada wajib pajak mengenai tanggal jatuh tempo dan 

sanksi administrasi. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan Hasil Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan penulis di 

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Situbondo, maka saran yang bisa disampaikan adalah : 

1. Diharapkan kedepannya untuk selalu mengikuti perubahan informasi 

terkait perpajakan khususnya untuk pajak reklame dan lebih meningkatkan 

pelayanan secara optimal. 
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2. Disarankan petugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Situbondo lebih tegas dalam memberikan informasi 

tambahan kepada wajib pajak  terkait tanggal jatuh tempo dan sanksi 

administrasi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Daftar hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lamipran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 
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Lampiran 10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 
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Lampiran  11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2011 
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Lampiram 12. Tarif sewa reklame 
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Lampiran 13. Formulir Pendaftaran Pajak Reklame 
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Lampiran 14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
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Lampiran 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah 
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Lampiran 16. Surat Setoran Pajak Daerah 
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Lampiran 17. Transkrip wawancara 

Narasumber  : Bapak H. Lutfi Zakaria,SH 

Pewawancara  : Liris Tivani 

Hari dan Tanggal : Rabu, 04 April 2018 

Tempat wawancara : ruang Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan 

Waktu   : Pukul 11.00 – 12.00 

Topik   : Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame 

Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Pewawancara : Apa dasar hukum pemungutan pajak 

reklame ya pak? 

Narasumber : Dasar hukum pemungutan pajak 

reklame ada 2 yaitu Peraturan 

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 

4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

dan Peraturan Bupati Situbondo 

Nomor 57 Tahun 2011 tentang Nilai 

Sewa Reklame  

Pewawancara : Pak, bagaimana tata cara 

pemungutan pajak reklame pada 

BPPKAD ? 

Narasumber : Tata cara pemungutan pajak reklame 

pada BPPKAD wajib pajak datang 

untuk melaporkan kegiatan 

penyelenggaraan kegiatan 

reklamenya dengan mengisi formulir 

SPTPD, kemudian ditetapkan pajak 

terutang nya dengan menerbitkan 

SKPD, SKPD tersebut nanti 

digunakan untuk pembayaran pajak 

yang terutang ke Bank Jatim 
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Pewawancara : Berapa besarnya tarif yang 

dikenakan untuk pajak reklame pak ? 

Narasumber : Tarif pajak reklame yaitu 25% dikali 

dengan nilai sewa reklame 

Pewawancara : Apa saja permasalahan tentan pajak 

reklame yang ada disini pak ? 

Narasumber : Permasalahan yang biasa terjadi 

disini biasanya banyak wajib pajak 

reklame yang tidak menjalankan 

kewajiban perpajakannya misalnya 

pada saat jatuh tempo pembayaran 

reklame, wajib pajak menunggak 

selama beberapa bulan. 

Pewawancara : Bagaimana untuk alur penyetoran 

pajak reklame, pak? 

Narasumber : Untuk penyetoran dilakukan di Bank 

Jatim oleh wajib pajaknya sendiri 

dengan membawa SKPD 

Pewawancara : Apakah semua prosedur pemungutan 

dan penyetoran pajak reklame pada 

BPPKAD sudah sessuai dengan 

peraturang perundang-undangan, 

pak? 

Narasumber : Sejauh ini sudah sesuai dan selalu 

mengacu pada perda dan perbup. 
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